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PERATURAND|REKTURJENDERALPoSDANTELEKoMUN|KAS|

NOMOR '  : '  /D IRJEN/2009

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURAND|REKTURJENDERALPoSDAN
TELEKoMUN|KAS|NoMoR:94 /D |RJEN/200STENTANGPERSYARATAN

TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SUBSCRTB ER STinoN enoaDBAiD |4I/RELESS ACCESS (BWA) NOMAD|C

PADA PITA FREKUENSI 2'3 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI '

Menimbang bahwasesua i ke ten tuanda |amPera tu ranD i rek tu r Jende ra |
PosdanTe lekomun i kas iNomor .g4 lD IRJEN/2008 ten tang
Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Subcr iberStaf ionBroadbandWire lessAccess(BWA)Nomadic
pada Pita Frekuensi 2,3 GHz sistem komunikasi bekerja pada

frekuensi 2300-2390 MHz;

bahwa Pasal 2 Peraluran Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor .OB /PER/M.KoM|NFO/O1 /0g ten tangPene tapanP i t a
F rekuens iRad ioUn tukKepe r | uanLayananP i t aLeba rN i r kabe l
i t ; ; ; ; t  Broadband) pada pita frekuensi 2'3 GHz'

menentukan bahwa 
'pita 

frekuensi radio 2300-2400 MHz

Jitetapt<an untuk keperluan layanan prta lebar nirkabel (wr7eless

broadband) dengan moda time division duplek (TDD);

bahwa berdasarKan per t imbangan sebagaimana d imaksud

da lamhuru fadanhu ru fbpe r | ud i | akukanpe rubahana tas
Pe ra tu ranD i rek tu r Jende ra lPosdanTe lekomun i kas iNomor :
94/DIRJEN I2OOB tentang Persyaratan Teknis Alat dan

F"rangt at Telekomunikisi Subcriber Station Broadband

Wi re lessAccess (BWA)Nomad icpadaP i taF rekuens i2 .3GHz . ,

D .



Mengingat '. 1

Menetapkan:

2 .

J .

Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor :  36 Tahun 1999

tentan{ Telekomunikasi (Lembaran Negara T1!91 1999

Nomorl  154, Tambahan Lembaran Negara Nomor:  3881) '

Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor :  52 Tahun

2000ten tangPenye IenggaraanTeIekomun ikas i (Lembaran
NegaraTahun2000Nomor . ' l 0T ,TambahanLembaran
Negara  Nomor .  3980) ;

Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor :  53 Tahun

2OO0 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi  Radio dan

Orbi t  Satel i t - (Lembiran Negara Tahun 2000 Nomor .  108,

Tambahan Lembaran Negara  Nomor :  3981) ;

Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor :  9 Tahun 2005

tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,  susunan organisasi  dan

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Peraturan apresiden
Nomor :  20  Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor :  10 Tahun 2005

tentang Unit  organisasi  dan Tugas Eselon I  Kementertan
t\egar i  Republ ik lndonesia sebagaimana telah diubah terakhir

der igan Peiaturan Presiden Nomor:  21 Tahun 2008;

Keputusan Menter i  Perhubungan Nomor :  KM. 3 Tahun 2001

tentang Persyaratan Teknis Alat  dan Perangkat

Telekomunikasi ;

Peraturan Menter i  Komunikasi  dan Informat ika Nomor

o3/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan

Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan
yang mengatur Mater i  Muatan Khusus di  Bidang Pos dan

Telekomunikasi ;

Pera tu ranMente r iKomun ikas idan |n fo rmat i kaNomor
25lP/M.KOMINFO/7/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja

Departemen Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

29lPER/M KOMINFO/09/2008 tentang Sertif ikasi Alat dan

Perangkat Telekomunikasi .

4 .

\.1

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN

TELEKOMUNIKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR :

94/DIRJENI2OOS TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN

PERANGKAT TELEKOMU NIKASI SUBSCR/BER SIA T/ON

BROADBAND WIRELESS ACCE SS (BWA) NOMADIC PADA PITA

FREKUENSI  2  3  GHz



Fasal  I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal

Pos dan Telekomunikasr Nomor .  94/DIRJEN/2008 tentang

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat telekomunikasi Subscriber

Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita

Frekuensi  2.3 GHz, diubah sebagai  ber ikut  :

1.  Ketentuan BAB I  Ketentuan Umum but i r  2 diubah sehingga

berbunYi sebagai  ber ikut  :

2.  Def in is i

Yangd imaksuddengana la tdanperangka tS is temSS
BWA 23 dalam standar in i  adalah sistem komunikasi  yang

beker ja pada frekuensi  2.300 -  2.400 MHz serta memil ik i

kemampuan transmisi  n i rkabel  p i ta lebar,  kapabi l i tas mult i -

layanan, diferensiasi perlakuan sesuai prioritas trafik,

s tandarkua | i tas |ayanandanmekan ismekeamanan.

2.  Ketentuan Butr  2.4.1 kanal isasi  untuk lebar kanal  3.75 MHz

diubah sehingga berbunyi  sebagai  ber ikut  :

2.4.1 Kanalisasi untuk lebar kanal 3'75 MHz

' t .  
F , .  F , l  l t t '

Gambai 3.  Kanal isasi  untuk leobr kanal  3 7c tMHz

Tabel 2. Centerfrequency pada kanalisasi untuk lebar kanal 3 75 Mhz

z . J J Z , v v

2.328,252.324,502.317,002.313,25

2354,501zssa,zs

2.373,252.362,00

Fzs Fze

2.392,00 2.395,25



3. Ketentuan Butir 2.4,2 kanarisasi untuk rebar kanar 7,5 Mhzdiubah sebagai  ber ikut  :

2.4.2.  Kanal isasi  untuk Lebar Kanal  Z.S MHz

25{)
Khz

G B

2 5 0

Gambar 4.  Kanal isasi  untuk lebar kana |  7 .S MHz

Tabel 2. center frequency pada kanalisasi untuk lebar kana I T .s Mhz

Pasal  l l

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D i te tapkand i  :  JAKARTA
Pada tanggal  :  9, ' : ,c . ' r i , : . r - r ' :  "" ' ) " '  , '

2 .311 ,252.318,752.326,25 2.341,25

2.348,75 2.371,252.378,75

PIt .  DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan in i  d isampaikan kepaoa :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postet;
3. Para Direktur di l ingkungan Ditjen postel;
4.  Kepala Balai  Penguj ian perangkat Telekomunikasi .
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR'  ' i "  /  D IRJEN /  2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN

TELEKOMUNIKASI NOMOR :  95/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN

TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
BASE STATTON BROADBAND WTRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC

PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI '

Men imbang a . bahwa sesuai  ketentuan dalam Peraturan Di rektur  Jendera l

Pos dan Telekomunikas i  Nomor:  95/DIRJEN 12008 tentang

Persyaratan Teknis  Alat  dan Perangkat  Telekomunikas i  Base

Sfasiion Broadband Wireless Access (BAW) Nomadic pada

Pi ta Frekuensi  2 ,3 GHz s is tem komunikas i  beker la  pada

frekuensi 2300-2390 MHz;

bahwa dalam Pasal 2 Peraluran Menteri Komunikasi dan

lnformat ika Nomor:  OB/PER/M.KOMINFO/O1/09 tentang

Penetapan Pi ta  Frekuensi  Radio Untuk Keper luan Layanan Pi ta

Lebar Nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi 2,3

GHz, menentukan bahwa pita frekuensi radio 2300-2400 MHz

ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless

broadband) dengan moda TDD;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud

dalam huruf  a  dan huruf  b  per lu  d i lakukan perubahan atas

Peraturan Di rektur  Jendera l  Pos dan Telekomunikas i  Nomor :

95/DIRJEN I2OOB tentang Persyaratan Teknis Alat dan

Perangkat Telekomunikasi Base Sfafion Broadband Wireless

Accesi  (BWA) Nomadic pada Pi ta  Frekuensi  2-3GHz,

b



Mengingat ' .  1.

Menetapkan

2.

4

Undang-UndangRepub | i k Indones iaNomor :36Tahun
igget""ntung t l tefomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor .  t54 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor :  3881) '

Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor .  52 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi  (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor . ,  107, Tambahan Lembaran
Negara  Nomor .  3980) ;

Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor :  53 Tahun

2O0O tentang Penggunaan spektrum Frekuensi  Radio dan

Orbi t  Satet i i  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Nomor :  3981);

Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor :  9 Tahun 2005

tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,  susunan organisasi  dan

iata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Peraturan apresiden
Nomor :  20  Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor :  10 Tahun 2005

tentang Unit  organisasr dan Tugas Eselon I  Kementer ian
Negari  Republ ik lndonesia sebagaimana telah diubah terakhir

deigan Peraturan Presiden Nomor :  21 Tahun 2008;

Keputusan Menterr  Perhubungan Nomor .  KM.3 Tahun 2001

tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat
Telekomunikasi ;

Pera tu ranMente r iKomun ikas idan ln fo rmat i kaNomor
03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata sebutan

Pada Beberapa Keputusani Peraturan Menteri Perhubungan
yang mengatur Mater i  Muatan Khusus di  Bidang Pos dan

Telekomunikasi ;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

zSlPlM.KOMlNFO/7/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja

Departemen Komunikasi  dan Informat ika;

Pera tu ranMente r iKomun ikas idan |n fo rmat i kaNomor
29lPER/M.KOMINFO/09/2008 tentang sertif ikasi Alat dan

Perangkat Telekomunikasi .

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN

TELEKOMUNIKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR:
gs/DIRJEN I2OO8 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN

PERANGKAT TELEKOMUNIKASI EASE SIAT/ON BROADBAND

WIRELESS ACCESS (BWA) NOMADIC PADA PITA FREKUENSI

2.3 GHz

8



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal

Pos Oan Telekomunikasi  Nomor:  95/DIRJEN/2008 tentang

Fersyaratan Teknis Alat dan Perangkat telekomunikasi Ease

sfaflon Broadband wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita

Frekuensi  2.3 GHz, diubah sebagai  ber ikut  :

l .Ke ten tuanBABIKeten tuanUmumbut i r2d iubahseh ingga
berbunYi sebagai  ber ikut  .

2.  Def in is i

Yangd imaksuddengana |a tdanperangka ts is temBSBWA
23 dalam standar in i  adalah sistem komunikasi  yang

beker ja pada frekuensi  2.300 -  2.400 MHz serta memil ik i

kemampuan transmisi  n i rkabel  p i ta lebar,  kapabi l i tas mult i -

layanan, di ferensiasi  per lakuan sesuai  pr ior i tas t raf ik,

s iandar kual i tas layanan dan mekanrsme keamanan.

2.  Ketentuan Bulv 2.4.1 Kanal isasi  Untuk Lebar Kanal  3 75 MHz

diubah sehrngga berbunyi  sebagai  ber ikut  :

2.4.1 Kanal isasi  Untuk Lebar Kanal  3 75 MHz

2100 Gambar 3.  Kanal rsas i  untuk lebar  kanal  3  75 MHz

Tabel  2 .  center f requency pada kanal isas i  untuk lebar  kanal  3 '75 Mhz

Fzs Fzo

2.392,00 2.395,25

2 320.75 \ 2.324,50 \ 2 328,252.317,002.313,25

2 343,252.335,75

2.373,25



3. Ketentuan Butir 2.4.2 kanalisasi untuk lebar kanal 7,5 Mhz
diubah sebagai berikut :

2.4.2 Kanalisasi untuk Lebar Kanal 7.5 Mhz

250

CB

Gambar 4.  Kanal isasi  untuk lebar kanal7 .5 MHz

Tabel 2. Centerfrequency pada kanalisasi untuk lebar kanal 7.5 Mhz

Fr Fz Fi Fn Fi Fr

2.303,752.311,252.318,75 2.326,252.333,75 2.341,25

Fz Fd Fs Fio F'*r Fre

2.348,75 2.356,252.363,75 2.371,25 2.378,75 2.386,25

Pasal  l l

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di te tapkand i  :  JAKARTA
Pada tanggal I  . .  i ' ) , r ; ' ) i t i : '  ' ' ' i , l

PIt .  DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI '

tfrr
I

BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan in i  d isampaikan kepada :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di l ingkungan Ditjen Postel;
4. Kepala Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi'
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR'  - . '  i /  D IRJEN /  2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN

TELEKOMUNIKASI NOMOR :  96/DIRJEN/2008 TENTANG PERSYARATAN

TEKN|SALATDANPERANGKATTELEKoMUN|KAS|
ANTENABR)ADBANDWIRELESSAccESS(BwA)NoMADIC

PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI '

Men imbang a . bahwa sesuai  ketentuan dalam Peraturan Di rektur  Jendera l

Pos dan Telekomunikas i  Nomor:  96/DIRJEN 12008 tentang

Persyaratan Teknis  Alat  dan Perangkat  Telekomunikas i  Antena

Broa'dband wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita

Frekuensi 2,3 GHz sistem komunikasi bekerja pada frekuenst

2300-2390 MHz,

bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor.  O8/PER iM.KOMINFOi O1/09 tentang Penetapan Pi ta

Frekuensi  Radio Untuk Keper luan Layanan Pi ta  Lebar  Ni rkabel

(Wireless Broadband) pada pita frekuensi 2'3 GHz'

menentukan bahwa pita frekuensi radio 2300 - 24OO MHz

ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless

broadband)  dengan moda TDD;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud

da Iamhuru fa ,hu ru fbdanhu ru f cpe r l ud i I akukanpe rubahan
a tasPe ra tu ranD i rek tu r Jende ra IPosdanTe lekomun i kas i
Nomor :96 /D IRJEN/2OOs ten tangPersya ra tanTekn i sA |a tdan
Perangkat Telekomunikasi Antena Broadband wireless Access

(BWAi Nomadic pada Pita Frekuensi 2'3 GHz',

b



Mengingat

Menetapkan

2

4 .

q

h

Undang-UndangRepub l i k lndones ia .Nomor :36Tahun1999
tentani  Telekomunikasi  (Lembaran.Negara I?!Yl  1999 Nomor

isa,  i t toahan Lembaran Negara Nomor :  3881);

Peraturan Pemertntah Republ ik Indonesia Nomor '  52 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran

f l"g"t"  Tahin ZOOO ruomor 
"  

107, Tambahan Lembaran

Negara  Nomor :3980) ;

Pera tu ranPemer in tahRepub l i k lndones iaNomor :53Tahun
2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi  Radio dan

Orbi t  Satel i t  1t-emSJran Negara Tahun 2000 Nomor :  108'

Tambahan Lembaran Negara Nomor :  3981) '

Pera tu ranPres idenRepub | i k |ndones iaNomor :9Tahun2005
tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,  Susunan Organisasi  dan

fata Ker ja Kementer ian Negara Republ ik Indonesta

sebaga imanate |ahd iubahterakh i rdenganPera turanapres iden
Nomor .  20  Tahun 2008;

Pera tu ranPres idenRepub | i k IndonesraNomor :10Tahun2005
tentang Unit  Organisasi  dan Tugas Eselon I  Kementertan

N"g;r"  Republ ik indonesia sebagaimana telah diubah terakhir

Oerigan Peiaturan Presiden Nomor:  21 Tahun 2008;

Keputusan Menter i  Perhubungan
tentang PersYaratan Teknis
Telekomunikasi ;

Pera tu ranMente r iKomun ikas idan In fo rmat i kaNomor :
O3/P /MKomrn fo /5 /2O05ten tangPenyesua ianKataSebutan
PadaBeberapaKeputusan /Pera tu ranMente r iPerhubungan
y;;g mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan

Telekomunikasi ;

Pera tu ranMente r rKomun ikas idan In fo rmat i kaNomor :
25 lP /M.KoM|NFo/7 /2008 ten tangorgan isas idanTataKer ja
Departemen Komunikasi dan I nformatika;

Pera tu ranMente r rKomun ikas idan |n fo rmat rkaNomor
29lPER/M.KOMINFO l}gl2ooS tentang sertif ikasi Alat dan

Perangkat Telekomunikasi .

Nomor :  KM. 3 Tahun 200'1
Alat  dan Perangkat

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN

TEI-ETOITIUNIKAS. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

D|REKTURJENDERALPoSDANTELEKOMUN|KAS|NoMoR:
96 /D |RJENI2}OSTENTANGPERSYARATANTEKN|SALATDAN
PERANGKATTELEKoMUNIKASIANTENABR]ADBAND
\4I/RELESS ACCESTfwA) NOMADTC PADA PlrA FREKUENSI

23GHz



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran peraturan Direktur Jenderal pos dan
Telekomunikasi Nomor : 96/DIRJEN/200g tentang persyaratan
Teknis Alat dan Perangkat telekomunikasi Antena Bro-adband
wireless Access (BWA) Nomadic pada pita Frekuensi 2.3 Ghz
diubah sebagai  ber ikut  :

1.  Ketentuan Bab I  Ketentuan Umum but i r  2 diubah sehingga
berbunyi  sebagai  ber ikut  :

2.  Def in is i
Yang dimaksud dengan alat  dan perangkat Antena BWA 23
dalam standar in i  adalah bagian dar i  s istem komunikasi
radio BWA 23 yang merupakan antarmuka antara sistem
radio dan lingkungan eksternal yang bekerja pada frekuensi
2 300 - 2 400 MHz.

Pasal  l l

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D i te tapkand i  :  JAKARTA
Pada tanggal I .9 r-Jci:te::*e : 231)!

PIt .  DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,
/ ,  - . ,

/,ff///t-
/

{
BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan in i  d isampaikan kepada :

1.  Menter i  Komunikasi  dan Informat ika;
2. Sekditjen Postel;
3. Para Direktur di l ingkungan Ditjen postel;
4.  Kepala Balai  Penguj ian Perangkat Telekomunikasi


